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3.1 Pelayanan Publik
3.1.1 Definisi Pelayanan Publik

Pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
instansi pemerintah baik di pusat, di daerah, BUMN, dan BUMD dalam bentuk
barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku (KEPMENPAN No. 81 tahun 1993).

Berkaitan dengan pelayanan, ada dua istilah yang perlu diketahui, yaitu
melayani dan pelayanan. Pengertian melayani adalah membantu menyiapkan
(mengurus) apa yang diperlukan seseorang sedangkan pengertian pelayanan
adalah Usaha melayani kebutuhan orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia,
1995). Menurut Wasistiono (2003) dalam Sagita (2010) pelayanan adalah
pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun
pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi
kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Menurut S. Lukman (2004) dalam Sagita
(2010), pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam
interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan
menyediakan kepuasan pelanggan. Menurut Batinggi (2005), disebut pelayanan

umum lahir karena adanya kepentingan umum.
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Pelayanan umum bukanlah tujuan, melainkan suatu proses untuk mencapai
sasaran tertentu yang ditetapkan. Pelayanan menurut Batinggi (2005) terdiri atas

empat faktor, yaitu:

1.  Sistem, prosedur, metode.

2.  Personal, terutama ditekankan pada perilaku aparatur.
3. Sarana dan prasarana.

4.  Masyarakat sebagai pelanggan.

Menurut Gronroos sebagaimana dikutip oleh Ratminto dan Winarsih (2005),
pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak
kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara
konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan
pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan
konsumen atau pelanggan. Sedangkan menurut Moenir sebagaimana dikutip
oleh Tangkilisan (2005), pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui
aktivitas orang lain secara langsung. Pelayanan yang diperlukan manusia pada
dasarnya ada dua jenis, yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia
dan layanan administratif yang diberikan oleh orang lain selaku anggota

organisasi, baik itu organisasi massa atau negara.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah usaha untuk melayani

kebutuhan orang lain.

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani)
keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi

itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Menurut
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Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2003, mengenai pelayanan adalah sebagai

berikut:

a.

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang—
undangan.

Penyelenggaraan adalah pelayanan Publik adalah Instansi Pemerintah.
Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja satuan
organisasi Kementrian, Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi
dan Tinggi Negara, dan instansi Pemerintah lainnya, baik pusat maupun
Daerah termasuk Badan Usaha Milik Daerah.

Unit penyelenggara pelayanan publik adalah unit kerja pada instansi
Pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima
pelayanan publik.

Pemberi pelayanan publik adalah pejabat/ pegawai instansi pemerintah yang
melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan
perundang- undangan.

Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah

dan badan hukum yang menerima pelayanan dari instansi pemerintah.

3.1.2 Perubahan Paradigma Pelayanan

Pelayanan di masa datang itu hendaknya, makin lama makin baik (better),

makin lama makin cepat (faster), makin lama makin diperbaruhi (newer), makin

lama makin murah (cheaper), dan makin lama makin sederhana (more simple).
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W. Edwards Deming telah mengembangkan apa yang disebut “Total
Quality Management” (Gaspersz, 1970) telah berhasil mengatasi berbagai
permasalahan di perusahaan, sehingga dapat meningkatkan mutu dan sekaligus
menekan biaya serta mengatasi permasalahan lainnya. Pada awalnya TQM
diterapkan didunia usaha oleh karena keberhasilannya, maka instansi pemerintah
kemudian mencoba menerapkannya, misalnya TQM di terapkan di angkatan
Udara Amerika Serikat (Creech, 1996 dalam Sagita, 2010). TQM merupakan
paradigma baru dalam manajemen yang berusaha memaksimumkan daya saing
organisasi melalui perbaikan secara berkesinambungan atas mutu barang, jasa,
manusia dan lingkungan organisasi. TQM hanya dapat dicapai dengan
memperhatikan hal-hal berikut ini (Tjiptono, 1997 dalam Sagita, 2010):

a.  Berfokus pada pelanggan

b.  Obsesi terhadap mutu

c.  Pendekatan ilmiah

d.  Komitmen jangka panjang

e. Kerjasama tim

f. Perhatikan sistem secara berkesinambungan

g.  Pendidikan dan pelatihan dalam organisasi yang Menerapkan TQM

3.1.3 Makna dan Tujuan Pelayanan Publik

Dukungan kepada pelanggan dapat bermakna sebagai suatu bentuk
pelayanan yang memberikan kepuasan bagi pelanggannya, selalu dekat dengan
pelanggannya sehingga kesan yang menyenangkan senantiasa diingat oleh para

pelanggannya.
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Bahwa pelayanan merupakan usaha apa saja yang mempertinggi kepuasan
pelanggan. Selain itu membangun kesan yang dapat memberikan citra positif di
mata pelanggan karena jasa pelayanan yang diberikan dengan biaya yang
terkendali/terjangkau bagi pelanggan yang membuat pelanggan terdorong atau
termotivasi untuk bekerjasama dan berperan aktif dalam pelaksanaan pelayanan
yang prima.

Tujuan dari pelayanan publik adalah memuaskan keinginan masyarakat atau
pelanggan pada umumnya. Untuk mencapai hal ini diperlukan kualitas pelayanan
yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kualitas pelayanan
adalah kesesuaian antara harapan dan kenyataan.

Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada
masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi

masyarakat.

3.1.4 Pemberdayaan Pengguna Pelayanan Publik

Jika membahas mengenai pelayanan publik ini maka, kata kuncinya ialah
kemampuan pemerintah kepada mengatur penyediaan beragam pelayanan publik
yang responsif, kompotitif dan berkualiats kepada rakyatnya (Wahab, 1998 dalam
Hastono, 2008). Tuntutan politik yang berkembang di arus global sejak dasawarsa
1980-an memang menunjukkan bahwa pemberian pelayanan publik yang
semakain baik pada sebagian besar rakyat merupakan salah satu tolak ukur bagi
legitimasi kredibilitas dan sekaligus kapasitas politik pemerintah di mana pun

(Dahrendrof, 1995; Wahab, 1999 dalam Hastono, 2008).
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Karena ini diperlukan kritis untuk mencari alternatif solusi yang dianggap
cocok dan mampu memenuhi berbagi kebutuhan baru akan pelayanan publik
yang efisien dan berkualitas. Inti dari pendekatan ini ialah bahwa sejalan dengan
pesatnya perkembangan masyarakat dan kian kompleknya isu yang harus segera
diputuskan, beragamnya institusi pemerintah serta kekuatan masyarakat madani
(civil society) yang berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan (policy making),
maka hasil akhir (outcome) yang memuaskan dari kebijakan publik tidak mungkin
dicapai jika hanya mengandalkan sektor pemerintah. Kebijakan publik yang
efektif dari sudut pandang teori Governance adalah produk sinergi interaksional
dari beragam aktor atau institusi (Rhodes, 1996; Stoker, 1998; Dowtor, 1998

dalam Hastono, 2008).

Di negara-negara maju, konsep pemberdayaan (empowering) terhadap para
pengguna pelayanan publik telah cukup lama menjadi tema sentral dari gerakan-
gerakan penyadaran hal-hak konsumen (consumerism) atau gerakan yang
memperjuangkan pelayanan publik yang berkualitas (Wahab, 1997 dalam Hastoo,
2008). Bentuk-bentuk penyadaran hak-hak konsumen itu menurut Polliit (1998)
dalam Hastono (2008) bervariasi, mulai dari yang sekedar bersifat “kosmetik”
seperti yang dilakukan oleh banyak instansi pemerintah (di Pusat dan daerah)
dengan cara menyediakan informasi kepada para konsumen atau menyediakan
kotak saran, sehingga partisipasi langsung konsumen dalam proses pembuatan
keputusan yang menyangkut konteks dan konten pelayanan itu sendiri. Pada
contoh yang disebut terakhir itu, sesungguhnya tersirat makna “berbagi
kekuasaan” (sharing of power). Menarik kiranya untuk mencermati komitmen

politik dan komitmen politik dan komitmen profesional yang Kkini tengah
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berkembang dalam studi kebijakan publik yang keduanya mencoba memrdefinisi
konsep pelayanan publik (recepient of public service) sebagai pelanggan atau

konsumen itu.

Pengguna nomenklatur pelanggan atau konsumen dalam konteks pelayanan
publik mengandung makna bahwa hakikat dan pendekatan dalam pemberian
pelayanan publik yang semua berkiblat pada kepentingan birokrasi (bureacratif-
oriented) atau berorientasi pada produsen (producer-oriented) berubah menjadi
berorientasi pada konsumen (counsumer-driven approach). Polliit (1988) dalam
Hastono (2008), menegaskan bahwa tujuan utamanya bukan sekedar untuk
menyenangkan hati para penerima pelayanan publik, melainkan untuk
memberdayakan mereka. Sebab, orientasi ke arah pelayanan publik yang lebih
baik (better public service delivery) juga mencerminkan penegasan akan arti
penting posisi dan prespektif para pengguna dalam sistem pelayanan publik
tersebut. Tetapi juga sebagai warganegara yang aktif (active citizen). Bagi
pembuat kebijakan dan administrator publik (pada semua level) perspektif
demikian membawa konsekuensi mendasar atau berupa kewajiban ganda yang
harus mereka pikul sebagai perwujudan akuntabilitas kepada publik (Wahab, 1998

dalam Hastono, 2008).

Kewajiban ganda yang diembani oleh pejabat publik tersebut dapat
dijelaskan sebagai warganegara yang aktif, menurut Clarke dan Steward (1987)
dalam Hastono (2008), para pengguna jasa pelayanan publik sesungguhnya
memiliki sejumlah hak-hak untuk memperoleh pelayanan yang bai,hak untuk
mengetahui bagaimana keputusan-keputusan mengenai jenis pelayanan tertentu

dibuat dan yang tak kalah penting hak untuk didengar dan diperhatikan pendapat-
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pendapatnya. Namun, amat disayangkan sejumlah hak penting ini, sering hanya
ada di atas kertas. Di kebanyakan negara sedang berkembang (tak terkecuali
Indonesia) hak-hak itu justru kerap ditelikung oleh birokrasi, bahkan dikebiri.
Karena posisinya yang monopolistik dan meluasnya kekuasaan administrasi serta
diskresi, maka oleh para pejabat birokrasi setiap jengkat prosedur administrasi
pada mata rantai birokrasi pelayanan publik itu (terutama di bidang perijinan dan
pekerjaan umum) sering dijadikan sebagai lahan subur untuk mencari tambahan
penghasilan ini membenarkan hasil observasi Dwivedi (1999) dalam Hastono
(2008), bahwa: “....regulations, together eith increased bureaucratic discreation,
have provided and invective for corruption, since regulations goveming acces to

good and service can be exploited by civil service charges from the need fuli”.

Dalam spektrum yang lebih luas, salah satu, sumber penyebab timbulnya
fenomena the high cost economy (ekonomi biaya tinggi) di Indonesia adalah
masih bercokolnya kartel, monopoli, favoritisme, praktik standart ganda dan
masih merajalelanya berbagai bentuk pungutan mulai dari yang setengah resmi
hingga tak resmi yang menyertai pemberian pelayanan publik oleh dinas-dinas

pemerintah.

Memang kita sudah sering mendengar propaganda yang dilancarkan oleh
pemerintah Orde Baru maupun pemerintah transisional Habibie yang kurang lebih
berkaitan dengan reformasi birokrasi pelayanan publik Beberapa contoh,
misalnya, kampanye tentang pendayagunaan aparatur negara yang bersih dan
bewibara, perang melawan ekonomi biaya tinggi, gerakan efisiensi nasional,
gerakan penegakan disiplin nasional, pelayanan prima (Surat Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara No. 6 tahun 1995) dan yang mutakhir
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penyelenggaraan negara yang bersih dan korupsi, kolusi dan nepotisme (TAP

MPR RJ No.XI/MPP/1998).

Namun sejauh ini, kesemua itu masih berupa retorika politik belum
berdampak nyata pada publik karena belum ada tindakan yang serius untuk
mengimplementasikannya. Lemahnnya institusi masyarakat madani semisal
adanya lembaga konsumen bebas, dibarengi dengan lemahnya law enforcement
yang bisa berperan efektif dalam melindungi kepentingan konsumen dan
kepentingan publik pada umumnya, makin memperburuk situasi di sektor
pelayanan publik, di Tanah Air kita. Kita sering mendengar, membaca surat-surat
pembaca di berbagai surat kabar dan bahkan menyaksikan sendiri betapa masih
rendahnya respon birokrasi terhadap kerugian-kerugian yang diketahui publik dan
konsumen. Padahal, dalam penentuan kualitas suatu pelayanan publik, apakah ia
bagus ataukah buruk hanyalah yang dilayani itulah yang sesungguhnya dapat
menilai. Kosumen pula yang dapat menilai dengan tepat bagaimana kinerja
pelayanan publik yang telah diberikan kepada mereka (Clarke and Steward, 1987

dalam Hastono, 2008).

Dalam arti yang seluas-luasnya, peran penting yang dimainkan oleh para
pengguna jasa pelayanan publik dalam rangka menyempurnakan kualitas
pelayanan publik dapat kita kategorikan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat
(empowering society). Sebagaimana halnya barang, jasa/pelayananitu adalah
merupakan sesuatuyang dihasilkan artinya, ia adalah sesuatu produk. Pelayanan
disektor publik umumnya memiliki dimensi kualitatif, sebab lahir dari rahim
sistem politik. Kendati dibandingkan sektor swasta, persoalan kualitas disektor

piblik ini diakui lebih sukar untuk merumuskan dan mengukurnya diantaranya
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karena saat dengan nilai-nilai politik dan ideologi sebenarnya telah ada konsensus
diantara para pakar bahwa pada akhirnya hal itu akan ditentukan oleh para

pengguna jasa pelayanan itu sendiri.

Sebab, satu-satunya ukuran atas kualitas pelayaan publik adalah apakah ia
memberikan kepuasaan tertentu pada diri konsumen. Makna kualitas kata Jackson
dan Palmer (1992) dalam Hastono (2008), ialah persepsi konsumen terhadap ciri-
ciri dan tampilan tertentu yang dianggap ada pada sebuah pelayanan, dan nilai-
nilai dan yang mereka (konsumen) berikan pada ciri-ciri dan tampilan tersebut.
Jadi, sebagai sebuah konsep, kualitas pada hakikatnya merupakan sesuatu nilai
yang dilihat dari sudut pandang mereka yang dilayani, bukan hasil rekayasa dari
mereka yang memberikan pelayanan (Jackson and Palmer, 1992 dalam Hastono,
2008). Salah itu tolok ukur bagi pelayanan publik yang baik (good service)
dengan demikian adalah the ability to meet the needs of each individual served

(Morgan and Bacoon, 1996 dalam Hastono, 2008).

3.1.5 Kelompok Pelayanan Publik
Menurut Sutopo dan Suryanto (2006), pelayanan publik dapat

dikelompokkan dalam beberapa hal, antara lain:

a.  Kelompok Pelayanan Administrasi yaitu pelayanan yang menghasilkan
berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh pihak publik,
misalnya status kewarganegaraan, sertifikt kompetensi, kepemilikan atau
penguasa terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini

antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran,
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Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan
(IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah dan sebagainya.
b.  Kelompok pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagi
bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon,
penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya.
c.  Kelompok Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai
bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan,

pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan sebagainya.

3.1.6 Standard Pelayanan

Standard pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu
pembakuan pelayanan yang baik. Dalam standard pelayanan ini juga terdapat
pedoman baku pada mutu pelayanan. Adapun pengertian mutu menurut Goetsch
dan Davis (1994) dalam Sutopo dan Suryanto (2006), merupakan kondisi dinamis
yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang
memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya.

Penerapan standarisasi pelayanan perizinan minimal ini bebasis pada teori
negara hukum modern (negara hukum demokrasi) yang merupakan perpaduan
antara konsep negara hukum hukum (rechtsstaat) dan konsep negara
kesejahteraan (welfare state). Negara hukum secara sederhana adalah negara yang
menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara atau
pemerintahan (supremasi hukum).

Menurut Manan (1994) dalam Sutopo dan Suryanto (2006) hukum yang

supreme mengandung atau bermakna:
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1. Bahwa suatu tindakan hanya sah apabila dilakukan menurut atau
berdasarkan aturan hukum tertentu (asas legalitas). Ketentuan-ketentuan
hukum hanya dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-
benar menghendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar
dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat (principels of natural
justice).

2. Ada jaminan yang melindungi hak-hak setiap orang baik yang bersifat asasi

maupun yang tidak asasi dari tindakan pemerintah atau pihak lainnya.

Dengan demikian, dalam suatu negara hukum setiap kegiatan kenegaraan
atau pemerintah wajib tunduk pada aturan-aturan hukum yang menjamin dan
melindungi hak-hak warganya, baik di bidang sipil dan politik maupun dibidang
sosial, ekonomi dan budaya. Dengan perkataan lain, hukum ditempatkan sebagai
aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah untuk menata
masyarakat yang damai, adil, dan bermakna. Oleh karena itu, setiap kegiatan
kenegaraan atau pemerintahan harus dilihat sebagai bentuk penyelenggaraan
kegiatan masyarakat (public service) yang terpancar dari hak-hak mereka yang
mesti dilayani dan dilindungi. Itulah sebabnya konsep negara hukum yang

dikembangakn dewasa ini selalu terkait dengan konsep negara kesejahteraan.

Konsep negara kesejahteraan itu sendiri menurut Matutu seperti yang
dikutip dalam Sutopo dan Suryanto (2006), adalah menempatkan peran negara
tidak hanya terbatas sebagai penjaga ketertiban semata seperti halnya dalam
konsep “Nachtwakerstaat”, akan tetapi negara juga dimungkinkan untuk ikut
serta dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Tujuan negara dalam konsep

negara hukum kesejahteraan tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan
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setiap warganya. Berdasarkan tujuan tersebut, maka negara diharuskan untuk ikut
serta dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan ide
dasar tentang tujuan negara, sebagaimana digariskan dalam Pembukaan UUD

1945.

Dalam kepustakaan istilah pelayaan umum seringkali dikaitkan dengan
pelayaan yang disediakan untuk kepentingan umum. Istilah pelayanan sendiri
mengandung makna perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah
untuk mengurus hal-hal yang diperlukan masyarakat. Dengan kata lain, pelayanan
umum itu sendiri bukanlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
Tjosvold sebagaimana dikutip dari bukunya Wasistiono (2003) dalam Sagita
(2010) mengemukakan, bahwa melayani masyarakat baik sebagai kewajiban
maupun sebagai kehormatan merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang

manusiawi.

Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi
pemerintah. Peranan pemerintah dalam proses pemberian pelayanan, adalah
bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang
seharusnya. Dengan diperankannya pelayanan sebagai katalisator tentu saja akan
menjadi tumpuan organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang
terbaik kepada masyarakat. Oleh karenanya, pelayanan yang diberikan oleh
pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan kepada masyarakat sangat ditentukan
oleh kinerja pelayanan yang diberikan. Sejauh mana pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat dapat terjangkau, mudah, cepat, dan efisien baik dari sisi

waktu maupun pembiayaannya.
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Pelayanan publik dalam perkembangannya timbul dari adanya kewajiban
sebagai sebuah proses penyelenggaraan kegiatan pemerintah baik yang bersifat
individual maupun kelompok. Dalam pemberian pelayanan tidak boleh tercipta
perlakuan yang berbeda sehingga menimbulkan diskriminasi pelayanan bagi
masyarakat. Selain itu, manajemen pelayanan perlu pula mendapat pembenahan
melalui keterbukaan dan kemudahan prosedur, penetapan tarif yang jelas dan
terjangkau, keprofesionalan aparatur dalam teknik pelayanan, dan tersedianya
tempat pengaduan keluhan masyarakat (public complain), serta tersedianya sistem

pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur.

Dalam kaitan dengan pelayanan perizinan investasi sekarang ini telah
dikembangkan suatu sistem pelayanan yang tujuan utamanya diarahkan pada
terciptanya kemudahan pelayanan perizinan investasi baik asing maupun dalam
negeri, dengan tidak mengurangi syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan
menerapkan konsep “one roof service system”. Sebelumnya, konsep pelayanan
perizinan investasi yang diusung adalah *“one stop service system” dengan
bertumpu kepada “ one door service system”. Namun, konsep pelayanan perizinan
tersebut tidak banyak membawa perubahan pada level bawah, dimana investor
masih merasakan prosedur yang berbelit-belit dimana persyaratan, waktu dan

biaya yang harus dikeluarkan oleh investor tidak dapat diukur atau dipastikan.

Melihat kenyataan tersebut di atas tentu saja diperlukan adanya perubahan
paradigma pelayanan khususnya pelayanan perizinan investasi, agar tercipta
prosedur perizinan investasi yang dapat dikategorikan murah, cepat dan jelas
sesuai dengan standart pelayanan publik yang telah ditetapkan. Dengan kata lain,

pelayanan perizinan khususnya pelayanan perizinan investasi di daerah haruslah
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sesuai dengan prosedur, syarat dan ketentuan yang diadakan untuk itu agar
tercipta persepsi yang sama dalam pemberian pelayanan baik pada dasar hukum
pemberian pelayanan, jenis, persyaratan, biaya yang harus dikeluarkan dan

lamanya pelayanan diberikan.

Dengan adanya standardisasi pelayanan publik dalam pemberian pelayanan
perizinan investasi tentu saja akan diperoleh sistem pelayanan yang baku dan
berkepastian sehingga investor baik asing maupun dalam negeri dapat mengukur
tingkat aksesbilitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara investasi.
Disinilah diperlukan peranan dan fungsi kelembagaan pelayanan perizinan
khususnya komitmen penyelenggara investasi di daerah dalam hal ini guna
mengatur dan menentukan suatu standardisasi pelayanan perizinan investasi, agar
diperoleh kepastian hukum dalam pemberian pelayanan investasi di daerah,
sehingga pihak investor baik asing maupun dalam negeri dapat mengaplikasikan
modalnya dengan lancardan terukur. Tanpa adanya standardisasi pelayanan
perizinan investasi yang diadakan dalam sebuah pedoman umum prosedur standar
pelayanan investasi, tentu saja akan membawa implikasi pada aplikasi investasi
yang umumnya dikeluhkan oleh para investor dengan terciptanya ekonomi biaya

tinggi (high cost economy).

Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan
yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik
merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat (Thoha dalam
Hastono, 2008).Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi
hak dan kewajiban sebagai warga negra dalam hidup bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan
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dan aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat semakin Kkritis dan semakin
berani untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya.
Seperti digambarkan di atas, birokrasi publik harus dapat memberikan layanan
publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu,
responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam
arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif

menentukan masa depannya sendiri (Efendi dalam Hastono, 2008).

Selain itu, dalam kondisi masyarakat yang semakin Kritis di atas, birokrasi
publik dituntut harus dapat mengubah posisi dan peran (revitalisasi) dalam
memberikan pelayanan publik. Dari yang suka mengatur dan memerintah nerubah
menjadi suka melayani dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan,
berubah menjadi suka menolong menuju ke arah yang fleksibel kolaboratis dan
dialogis dan dari cara-cara yang stoganis menuju cara-cara kerja yang realistis

pragmatis (Thoha dalam Hastono, 2008).

3.1.7 Prinsip-Prinsip Pelayanan

Perhatian ~ pemerintah  terhadap  perbaikan  pelayanan  kepada
masyarakat,sebenarnya sudah diatur dalam beberapa pedoman,antara lain adalah
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 yang
mengemukakan tentang prinsip-prinsip pelayanan publik sebagai berikut:
a.  Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah

dilaksanakan.
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Kejelasan

1.  Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik.

2. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam
memberikan pelayanan dan penyelesaiankeluhan/persoalan/sengketa
dalam pelaksanaan pelayanan publik.

3. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

Kepastian Waktu.

Pelaksanaan pelayanan Publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang

telah ditentukan.

Akurasi

Produk pelayanan Publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.

Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian

hukum.

Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk

bertanggung jawab atas penyelenggara pelayanan dan penyelesaian

keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Kelengkapan Sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung

lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi

telekomunikasi dan informatika (telematika).
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h.  Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai,mudah dijangkau
olen masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan
informatika.

I. Kedisiplinan,Kesopanan dan Keramahan
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin,sopan dan santun, ramah, serta
memberikan pelayanan dengan ikhlas.

J. Lingkungan pelayanan harus tertib,teratur, disediakan ruang tunggu yang
nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi
dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah
dan lain-lain.

3.1.8 Jenis dan Karakteristik Pelanggan
Customer (pelanggan) yang dimaksudkan di dalam buku Sutopo dan

Suryanto (2006) adalah siapa saja yang berkepentingan dengan produk layanan

kita. Karena itu, customer dapat berupa individu (perorangan), kolektif

(organisasi), maupun masyarakat dalam arti luas. Dengan demikian, customer

(pelanggan) dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu:

1.  Pelanggan internal (internal customer) adalah pelanggan yang berasal dari
dalam organisasi (instan) itu sendiri. Pelanggan internal dapat dibagi
kedalam dua bagian, yaitu: a) pelanggan internal organisasi dan b)
pelanggan internal pemerintah. Pelenggan internal dapat dilihat dari dalam
lingkungan organisasi, sehingga meskipun bagian/unit kerja kita
berbeda,namun masih dalam lingkungan organisasi, maka pelanggan

tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggan internal.
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2. Sedangkan pelanggan internal pemerintah adalah pelanggsn yang walaupun
instansi kita berbeda, namun instansi pelanggan itu adalah instansi
pemerintah, pelanggan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggan
internal pemerintah (pelanggan internal dalam skala makro).

Pelanggan adalah siapa saja yang terkena dampak dari produk atau proses
pelayanan. Pelanggan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggan internal dan
pelanggan eksternal. Pelanggan internal adalah mereka yang terkena dampak dari
produk dan merupakan anggota organisasi yang menghasilkan produk tersebut.
Sedangakan pelanggan eksternal adalah mereka yang terkena dampak dari produk,
tetapi bukan anggota organisasi penghasil produk (pelanggan eksternal adalah

masyarakat).

3.2 Administrasi Perkantoran
3.2.1 Peranan Administrasi Perkantoran

Setiap pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu
organisasi tentu mempunyai segi administrasi. Hal ini seperti yang diungkapan
Peterson dalam Soetrisno dan Renaldi (2006) menyatakan: every job in
organization to day has some office or paper work aspect. In most job, these
aspects are only incidental to the nactivity of chief concern, which may be
production, sales, finance, purchasing, personnel, engineering, or one of many
others (setiap pekerjaan dalam situasi organisasi dewasa ini mempunyai segi-segi
pekerjaan yang memerlukan kertas. Dalam kebanyakan pekerjaan, hal ini
hanyalah akibat dari aktivitas pokok yang berupa produksi, penjualan, keuangan,

pembelian, kepegawaian, teknik atau salah satu dari banyak pekerjaan lainnya.
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Jadi pada pelaksanaan setiap pekerjaan operasional apapun dalam suatu
organisasi manapun tentu dilaksanakan administrasi.

Menurut The Liang Gie (2000) dalam garis besarnya administrasi
(ketatausahaan) ini mempunyai 3 (tiga) peranan pokok sebagai berikut:

1.  Melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operasional untuk mencapai
tujuan dari suatu organisasi;

2. Menyediakan keterangan-keterangan bagi pucuk pimpinan organisai itu
untuk membuat keputusan atau melakuakan tindakan yang tepat;

3.  Membantu kelancaran perkembangan organisai sebagai suatu keseluruhan.

Sedangkan ciri utama administrasi adalah:

1.  Bersifat pelayanan;
2. Bersifat merembes ke segenap bagian dalam organisasi;
3. Dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi.

Yang dimaksud ciri pertama adalah bahwa kegiatan perkantoran tersebut
memberikan pelayanan untuk memudahkan pekerjaan agar berjalan secara lebih
efektif, sedangkan yang dimaksud ciri kedua adalah bahwa kegiatan administrasi
itu diperlukan dan dilaksanakan dimana-mana dalam seluruh organisasi dan pada
ciri ketiga mempunyai pengertian bahwa administrasi tidak dapat berjalan sendiri.

Ada juga beberapa ciri khusus di dalam pelaksanaan administrasi
perkantoran yang diungkapkan oleh Litlefild dan Rachel dalam Soetrisno dan
Renaldi (2006) yaitu biasanya diperlukan lebih banyak pekerjaan mental, maka
lebih banyak tugas yang susah diukur, perubahan variasi/corak yang lebih besar

dalam pekerjaan; banyak sekali tugas-tugas kecil yang volumenya sedikit
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sehingga tidak memiliki ukuran yang baku, dan ketidak teraturan mengenaiarus

kerja.

3.2.2 Ruang Lingkup Administrasi Perkantoran

Dwight Waldo (1971) dalam The Liang Gie (2000) mendefinisikan

administrasi sebagai suatu daya upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai

tingkat rasionalitas yang tinggi.

Demikian demikian, pengertian administrasi dapat dikelompokkan dalam

dua kategori yaitu:

1.

Pengertian administrasi dalam arti sempit

Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan
data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan
keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan
dan dalam hubunganya satu sama lain. Administrasi dalam arti sempit inilah
yang sebenarnya lebih tepat disebut tatausaha (clerical work/office work).
Seluruh kegiatn ketatausahaan dapat dirangkum dalam tiga kelompok, yaitu

korespondensi , ekspedisi, dan pengarsipan.

Pengertian administrasi dalam arti luas

Administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan
sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan
dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya-sumber daya untuk
mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi administrasi dalam arti luas

memiliki unsur-unsur: sekelompok orang, kerjasama, oembagian tugas
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secara terstruktur, kegiatan yang runtut dalam proses, tujuan yang akan

dicapai, dam memanfaatkan berbagi sumber.

3.2.3 Sasaran Kegiatan Administrasi Perkantoran

Pada umumnya adalah pekerjaan perkantoran (office work) seperti yang

disusun oleh Libbey dalam The Liang Gie (2000) adalah sebagai berikut:

1.  Ruang Perkantoran (office space)

2.  Komunikasi (communication)

3.  Kepegawaian Perkantoran (office personnel)

4.  Perabotan dan Perlengkapan (frniture and equipment)

5.  Peralatan dan Mesin (appliances and machines)

6.  Pembekalan dan Keperluan Tulis (supplies and stationary)
7.  Metode (methods)

8.  Warkat (records)

9.  Kontrol Pimpinan Pelaksanaan (executive controls)

Selain itu, ada dua pandangan mengenai pengertian administrasi Yyaitu
administrasi sebagai ilmu dan administrasi sebagai seni. Administrasi sebagali
ilmu (science) atau ilmu terapan, karena kemanfaatannya dapat dirasakan apabila
prinsip-prinsip, rumus-rumus, dalil-dalil diterapkan untuk meningkatkan mutu
berbagai kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara. Sedangkan administrasi
sebagai seni (art) merupakan karya seseorang yang dipraktekkannya dengan baik
yang diperolehnya dari pengalaman tanpa sebelumnya mempelajari teori-teori

administrasi.
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3.2.4 Penggolongan Administrasi Ditinjau dalam Kegiatan Operasionalnya

Secara umum administrasi dapat digolongkan atas:

1. Administrasi Negara

2. Administrasi Swasta (Perusahaan)

Administrasi Negara, merupakan kegiatan dalam bidang kenegaraan,
bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan administrasi
swasta (perusahaan ) yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bidang swasta atau
niaga, dengan usaha mencapai tujuan yaitu mencari keuntungan. Di antara
administrasi negara dan administrasi swasta terdapat perbedaan dalam hal sifat
dan tujuannya. Adminstrasi negara ruang lingkupnya lebih luas dan kompleks dari
pada Administrasi swasta, karena menyangkut hubungannya dengan pelaksanaan

kebijaan negara (pemerintah).

3.2.5 Konsepsi Tatausaha Sebagai Pekerjaan Perkantoran

Menurut The Liang Gie (2000) secara lengkap tatausaha dirumuskan
sebagai segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah,
menggandakan, mengirim dan menyimpan Kketerangan-keterangan yang

diperlukan dalam setiap organisasi.

1. Menghimpun vaitu kegiatan-kegiatan mencari dan mengusahakan
tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan

dimana-mana sehingga siap untuk dipergunakan bila mana diperlukan .
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2. Mencatat yaitu kegiatan menbubuhkan sebagai peralatan tulis keterangan-
keterangan yang diperlukan sehingga berwujud tuisan yang dapat dibaca,
dikirim, dan disimpan . Dalam perkembangan teknologi modern sekarang
ini termasuk pula memateri keterangan-keterangan itu dengan alat-alat
perekam suara sehingga dapat didengar misal, misalnya “pencatatan”pada
pita perekam.

3. Mengolah vyaitu bermacam-macan kegiatan mengerjakan keterangan-
keterangan dengan maksud menyajikannya dalam bentuk yang lebih
berguna .

4. Mengganda yaitu kegiatan memperbanyak dengan pelbagai cara dan alat
sebanyak jumlah yang diperlukan .

5. Mengirim yaitu kegiatan menyampaikan dengan pelbagai cara dan alat dari
satu pihak kepada pihak lain .

6.  Menyimpan yaitu kegiataan dengan menaruh dengan berbagai cara dan alat

di tempat tertentu yang aman .

Yang merupakan perincian tata usaha itu, dapat diikuti pembagian Geoffrey
Mills dan Oliver Standingford dalam The Liang Gie (2000) yang membedakannya

dalam 8 (delapan) operations berikut:

1. Menulis (membikin warkat asli)

2. Membaca

3. Menyalin (termasuk menempel, memperbanyak, dan melubangi kartu)
4. Menghitung (menambah, menurangi, mengalikan, membagi)

5.  Membandingkan (mengecek)

6.  Memilah (menggolongkan dan menyatukan)
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7. Menyiapkan dan menyusun indeks

8.  Melakukan komunikasi (menyampaikan keterangan lisan dan tertulis)

3.2.6 Peranan dan Perincian Tatausaha

Untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi tentu mempunyai
segi ketatausahan. Telah ditegaskan oleh Littlefield dan Peterson (The Liang Gie,

2000) sebagai berikut:

“every job in organization today has some office or paper work aspects. In most
jobs, these aspects are only incidental to theactivity of chief concern, which may
be production, sales, finance, purchasing, personnel, engineering, or one of many
others. The paperwork aspect must be managed neertheless”.

Setiap pekerjaan dalam suatu organisasi dewasa ini mempunyai segi-segi
pekerjaan perkantoran atau pekerjaan kertas, dalam kebanyakan pekejaan-
pekerjaan segi ini hanyalah sebagai akibat saja dari aktivitas pokok yang dapat
berupa produksi, penjualan, keuangan, pembelian, kepegawaian, teknik, atau salah
satu dari banyak pekerjaan lainnya. Walaupun demikian, segi-segi pekerjaan
kertas itu harus diurus.

Tokoh pelopor Office Management Amerika serikat Coleman Maze (The
Liang Gie, 2000) juga menegaskan:

“The office was once considered as nothing more than the focal point of internal
and external communication, capable only of dispatching a few letters upon
occasio and of preparing records of no practical value. The present tendency,
fortunately, is not view the office as a living , vital organism. It lives as a

centralized, service rendering unit. It is accepted as a full partner in the
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productive efforts of modern business. Without the office,factory wheels do not
turn and the sale of goods or services is not possible” (Kantor tatausaha dulu
dianggap tidak lebih dari pada titik ketemu dari tata hubungan ke dalam dan
keluar yang hanya mampu kadang kala mengirim beberapa surat dan menyiapkan
warkat-warkat yang tidak mempunyai nilai praktis. Untunglah kecenderungan
dewasa ini ialah memandang kantor itu sebagai jasad hidup yang sangat penting.
Kantor ini hidup sebagai satuan terpusat yang memberikan pelayanan. Ini diterima
sebagai suatu sekutu penuh dalam usaha-usaha produktif dari perusahaan modern.
Tanpa kantor tatausaha, roda-roda pabrik tidak berputar dan penjualan barang-
barang atau jasa-jasa tidaklah mungkin).
Dalam garis besarnya tatausaha ini mempunyai 3 peranan pokok yang
berikut:
1.  Melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan
dari sesuatu organisasi.
2. Menyediakan keterangan-keterangan bagi pucuk pimpinan organisasi itu
untuk membuat keputusan atau melakukan atau melakukan tindakan yang
tepat.

3. Membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagi sesuatu keseluruhan.

Tatausaha mempunyai 3 ciri utama yang berikut:

1.  Bersifat pelayanan
2.  Bersifat merembes ke segenap bagian dalam organisasi

3. Dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi
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Sifat pelayanan itu ialah bahwa tatausaha dan kantornya tidak bisa berdiri
sendiri. Sifat merembes sebetulnya sudah dimaklumi oleh beberapa penulis
Amerika Serikat. Littelefield dan Peterson dalam The Liang Gie (2000) misalnya

menyatakan sebagai berikut:

“The office is not likely to be found in one locatione, it is even somewhat
misleading to use the term. Instead, we find office activities being carried out in
all parts of the organization. All phases of management require office service; this
is true for all kinds of departments and for all levels of management.” (kantor
tatausaha ampaknya tidak terdapat pada suatu tempat, sesungguhnya adalah agak
menyesatkan untuk memakai istilah itu. Sebagai gantinya kita menemukan
kegiatan-kegiatan perkantoran dilakukan dalam semua bagian dari organisasi.
Semua tahap manajemen memerlukan pelayanan perkantoran; hal ini berlaku bagi

segala macam satuan organisasi dan untuk seluruh ingkat manajemen).

Leffingwell dan Robinson dalam The Liang Gie (2000) menyatakan sebagai

berikut;

“Sometimes the term ‘clerical’ is used synonymously with the term ‘office’ to
indicate the fact that the work is clerical work, whether it is done by a clerk in a
place called ‘the office’, by the foreman in a factory or by a salesman on the road.
The essential feature is the work it self, not who does it or where it is done. If it is
office or clerical work in one place it is office or clerical work everywhere,
regardless of where the work is done or who does it.” (Kadang-kadang istilah
“ketatausahaan” dipakai searti dengan istilah “ kantor” untuk menunjukkan

kenyataan bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan ketatausahaan, apakah ini
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dilakukan oleh jurutulis dalam suatu tempat yang dinamakan “kantor tatausaha”,
oleh mandor dalam sebuah pabrik atau oleh seseorang agen penjual di jalan.
Sifatnya yang penting ialah pekerjaanya itu sendiri, bukan siapa yang
mengerjakannya atau dimana dikerjakan. Kalo ini merupakan pekerjan
perkantoran atau tatausaha di semua tempat terlepas di mana pekerjaan itu

dilakukan atau siapa saja yang melakukanya).

Dalam hubungan ini Littlefield dan Rachel dalam The Liang Gie (2000)

menambahkan ciri-ciri khusus dari tatausaha yang berikut:

a. More mental work usually required-more ““hard-to-measure” tasks
b.  Greater variability of work from case to case
c.  Numerour small, low volume tasks not thought to justify standards

d.  Irregularity of work flow of much office work

Biasanya diperlukan lebih banyak pekerjaan mental lebih banyak tugas yang
sukar diukur, berubah-ubah yang lebih besar dalam pekerjaan dari suatu peristiwa
ke peristiwa lain, dan banyak sekali tugas-tugas kecil yang volumenya sedikit
sehingga tidak membenarkan adanya ukuran-ukuran baku, serta ketidakteraturan

mengenai arus kerja dari banyak pekerjaan perkantoran.

3.3 Microsoft Excel 2007

Microsoft Office Excel 2007 adalah program aplikasi pada Microsoft Office
yang digunakan dalam pengolahan angka (aritmatika). Microsoft Excel sangat

berguna untuk masalah-masalah keuangan bahkan utang piutang yang dapat
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dicatat dalam program ini. Microsoft Excel memiliki fasilitas yang sangat modern

yaitu pengurutan data secara otomatis (Hidayat, 2007).

Pendapat lain mengatakan bahwa Microsoft Excel 2007 adalah Microsoft
Excel merupakan perangkat lunak untuk mengolah data secara otomatis meliputi
perhitungan dasar, penggunaan fungsi-fungsi, pembuatan grafik dan manajemen
data. Perangkat lunak ini sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan
administratif mulai yang paling sederhana sampai yang lebih kompleks.
Permasalahan sederhana tersebut misalnya membuat rencana kebutuhan barang
meliputi nama barang, jumlah barang dan perkiraan harga barang. Contoh
permasalahan yang lebih kompleks adalah pembuatan laporan keuangan (general
ledger) yang memerlukan banyak perhitungan, manajemen data dengan
menampilkan grafik atau pivot tabel atau penggunaan fungsi-fungsi matematis
ataupun logika pada sebuah laporan. Penyelesaian permasalahan yang komplek
Juga dapat memanfaatkan pemograman macro yang disediakan oleh Excel agar
proses penggunaan lebih mudah (http://www.undiksha.ac.id/e-

learning/staff/dsnmateri/4/1-203.pdf).


http://www.undiksha.ac.id/e-learning/staff/dsnmateri/4/1-203.pdf
http://www.undiksha.ac.id/e-learning/staff/dsnmateri/4/1-203.pdf
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Berikut tampilan Microsoft Office Excel 2007:
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Gambar 3.1 Tampilan Lembar Kerja Microsoft Office Excel 2007

Sumber: Hotmal (2009)
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